BAB II
HADIS NABAWI SERTA PANDANGAN TENTANG ANAK

MENJADI WALI NIKAH IBU

A. Hadis

1. Pengertian Hadis
Kata hadith berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadith, jamaknya al-ahadith, al-

hadithan, dan al-hudthan. Secara etimologis, kata ini mempunyai banyak arti,
diantaranya al-jadid (segala sesuatu yang baru) lawan dari al-gadim (sesuatu yang
lama), dan al-khabar yang berarti (berita). Kata tersebut juga telah masuk ke dalam
bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara bahasa mengartikan “hadis”
dengan “l. Sabda dan perbuatan Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan atau
diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi (untuk menjelaskan dan menentukan hukum
Islam); 2. Sumber ajaran agama Islam yang kedua selain Al-Qur’an.”

Adapun para ulama ahli hadis mendefinisikan Aadith dengan “segala sesuatu

yang diriwayatkan dari Nabi saw. baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat

maupun hal ihwal Nabi.’

! Muhammad bin Makram Ibn Mandzur, Lisan al-, Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1992), jid II: 131-134

> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 513

> Agus Sholahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 15.
Lihat Juga Muhammad Ajaj al-Khatib al-Sunah Qabla al-Tadwin, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1975), 19

19
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2. Pembagian Hadis

Pada perkembangan selanjutnya para ulama hadis berusaha melakukan
klasifikasi terhadap hadis baik berdasarkan kuantitas maupun berdasarkan kualitas
hadis. Hadis jika ditinjau dari segi kuantitas perawinya, maka akan di dapatkan dua
bagian terbesar yaitu, hadis mutawatir adalah Hadis Mutawatir adalah hadis yang
diriwayatkan oleh banyak rawi dari awal sanad hingga akhirnya, yang secara adat
mustahil bagi mereka untuk bersepakat bohong® dan hadis ahad adalah khabar yang
tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi tiga: Pertama,
mashhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih rawi di setiap tingkatan
(tabagah) namun belum sampai batas mutawatir. Kedua, hadis ,4ziz, yaitu hadis yang
diriwayatkan oleh dua rawi disetiap tabaqah-nya. Ketiga, hadis gharib, yaitu hadis
yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja.’

Sedangkan hadis jika ditinjau dari segi kualitas perawinya, maka dapat
diklasifikasikan pada dua bagian yaitu, hadis Magbul hadis yang diterima sebagai
dalil dan hadis Mardud hadis yang tertolak sebagai dalil. Hadis Magbul terbagi
menjadi dua yaitu: Pertama, Hadis Shahih adalah Hadis yang bersambung sanadnya,
diriwayatkan oleh perawi ,adl dan dabt mulai dari awal sanad hingga terakhirnya,
serta tidak terdapat shadz dan ,jllah.® Kedua, Hadis Hasan adalah hadis yang

memenuhi syarat hadis shahih kecuali hadis hasan diriwayatkan oleh rawi yang tidak

* Muhammad Ajjaj Al-Khatib, Usil al- Hadith: ,Ulumuh wa Mustalahub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971),
301

> Mahmud al-Thahan , Taisir Mustalah al-Hadith, (Surabaya: Bungkul Indah, tt),22-31. Lihat juga al-
Khatib, Usul, 302

® Ibid.,34
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sempurna sifat dabt-nya.” Sedangkan yang termasuk dalam hadith Mardud salah
satunya adalah hadis daif, yaitu hadis yang tidak memenuhi sifat hadis shahih dan

hadis hasan dikarenakan ketiadaan satu atau beberapa syaratnya.”®

. Kritik Hadis: Perspektif Definitif — Historis
1. Pengertian Kritik Hadis

Menurut bahasa istilah kritik merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu dari

fi'il & Jay A& yang berarti mengkritik ataupun melakukan penelitian secara

seksama’. Kata tersebut seringkali ditemukan dalam literatur Arab, misalnya seperti

ungkapan el A& (3’&5‘ A& (ia telah mengkritik bahasa dan sya’irnya)'’, atau

semakna dengan kata tamyiz'’ seperti pada ayat yang berbunyi o S 8 s

LI (sehingga ia mampu membedakan antara keburukan dan kebaikan)'?. Sehingga

tidak salah jika seorang pakar hadis abad 3 H, Imam Muslim (w.261 H / 875 M)
memberi judul bukunya yang membahas tentang metode kritik hadis dengan judul al-

Tamyiz.

" Ibid., 46

8 Ibid., 63

? Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, Kamus al-Bisri, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1999), 733. Dan A.
W. Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Unit PBIK PP. al-Munawwir, 1984), 1551

'Umi Sumbulah, Buku Ajar Ulum al-Hadis, (Malang: Fak. Syari’ah, 2007), 26

" Bustamin dan M. Isa H.A Salam, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), 5

'2.QS. Ali Imran: 179
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Sedang istilah kritik secara terminology berarti berusaha menemukan kekeliruan
atau kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran' . Jika istilah tersebut dikaitkan
dengan hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah upaya pengkajian dan
penelitian secara seksama terhadap hadis Nabi dalam rangka untuk menemukan
orisinalitas hadis-hadis Rasulullah SAW baik dari sisi sanad maupun matan'®.
Tampaknya devinisi inilah yang dimaksudkan dalam istilah kiritik hadis, Karena
memang istilah kritik hadis dalam perbincangan para muhaddithin seperti yang
didevinisikan oleh Abu Hatim ar-Razi yang selanjutnya dikutip oleh MM. Azami
adalah upaya menyelidiki (membedakan) antara hadis shahih dan dha’if serta
menetapkan status perawinya dari segi jarh dan ta’dilhya."

Begitu juga dengan definisi yang dimajukan oleh Muhammad Tahir al-Jawaby,
beliau mendefinisikan ilmu kritik hadis sebagai langkah untuk memberikan ketentuan
terhadap para periwayat hadis baik kecacatan atau keadilannya dengan menggunakan
ungkapan-ungkapan tertentu yang dikenal oleh ulama hadis, kemudian meneliti
matan hadis yang telah dinyatakan shahih dari aspek sanad untuk menentukan
keabsahan atau ke-dha’ifan matan hadis tersebut, serta untuk mengatasi kesulitan
pemahaman dari hadis yang telah dinyatakan sahih maupun untuk mengatasi
kontradiksi pemahaman hadith dengan pertimbangan yang mendalam.

Dari pengertian di atas, maka istilah kritik hadis bukan sebuah upaya

pendistorsian melainkan sebagai upaya pelestarian terhadap hadis Nabi, atau dengan

13'W1JS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), 965
'4 Bustamin dan M. Isa H.A Salam, Metodologi, 179
"> Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis, (Y ogyakarta: Teras, 2004), 10
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kata lain istilah kritik tidaklah berkonotasi negatif melainkan sebaliknya berkonotasi
positif.'® Dan tidak pula bertujuan untuk menguji ajaran Rasulullah melainkan untuk
menguji daya tangkap dan kejujuran para perawi, sehingga penolakan terhadap hadis
tidak berarti menolak Rasulullah tetapi menolak klaim bahwa hadis tersebut berasal
dari Rasulullah."”

Tentu saja kritik hadis perspektif ulama hadis sangatlah berbeda kritik hadis
perspektif para orientalis. Jika dalam perspektif ulama hadis, kritik hadis tidak lebih
dari upaya penyeleksian hadis Nabi sehingga dapat dibedakan hadis-hadis yang
bernilai shahih ataupun sebaliknya.'® Sedangkan dalam perspektif orientalis,kritik
hadis dimaksudkan sebagai upaya memberikan semacam kecaman sehingga berujung
pada skeptisisme umat Islam terhadap otentisitas dan orisinalitas hadis sebagai
kontekstualisasi Rasulullah terhadap ajaran Islam."

2. Telaah Historis Kemunculan Kritik Hadis

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa penelitian
terhadap hadis nabi merupakan sebuah upaya dalam melestarikan dan memelihara
orisinalitas hadis Nabi, sehingga aktivitas dalam penelitian hadis merupakan sebuah
keniscayaan yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, M. Syuhudi Ismail menguraikan

pandangan argumentatif yang dijadikan sebagai  pijakan dalam memandang

16 Umi Sumbulah, Buku Ajar, 26

" Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 42
'8 Umi Sumbulah, Buku Ajar, 26

" Ibid, 25
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pentingnya untuk dilakukan sebuah penelitian terhadap hadis Nabi. Menurutnya,
terdapat beberapa hal yang menuntut dilakukannya penelitian terhadap hadis Nabi
yaitu, adanya fakta sejarah yang membuktikan bahwa tidak semua hadis telah ditulis
pada zaman Nabi® dan yang terpenting adalah mengingat hadis Nabi secara hirarkis
menempati urutan kedua sebagai sumber fasri’ setelah al-Qur’an. Selain itu, adanya
kebutuhan masyarakat terhadap hadis yang terus meningkat berimplikasi pada
periwayatan hadis baik secara tertulis maupun secara lisan dengan sendirinya akan
mengalami perkembangan pula. Namun satu hal yang tak dapat dipungkiri seiring
banyaknya periwayatan hadis yaitu tingkat kekeliruan dan kesalahan semakin
meningkat baik kekeliruan dan kesalahan itu berupa salah mendengar dan memahami
riwayat atau bahkan dengan sengaja memalsukan hadith dengan mengatasnamakan
Rasulullah.”

Berdasarkan pada realitas historis di atas, dapat kita pahami bahwa urgensi
penyeleksian terhadap sebuah hadis muncul seiring dengan munculnya hadis itu
sendiri sehingga dapatlah dikatakan bahwa aktifitas penelitian terhadap hadis (baca:
kritik hadis) telah muncul pada masa Rasulullah masih hidup sebagai aktor sejarah
sekalipun dengan metode yang sangat sederhana, terlebih jika kritik hadis

dimaksudkan sebagai upaya untuk memilah-milah antara yang shahih dan yang tidak.

2 M. Syuhud Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1992), 11
2! Badri Khaeruman, Ofentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2004), 5
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2 sekalipun seperti dikatakan oleh Muhammad Shalih Ahmad al-Farsi, bahwa

penelitian hadis khususnya yang berkaitan dengan sanad belum dikenal pada masa

Rasulullah SAW dan Khulafa™ al-Rashidin dengan sebuah argumen bahwa pada

kedua masa tersebut para muhaddithin telah bersepakat pada sebuah kaidah 4\>.2)|

Jgds V—elf (semua sahabat Nabi adalah orang yang adil).”

Pernyataan di atas tampaknya tidak sepenuhnya benar karena memang
bertentangan dengan bukti historis yang dilakukan oleh sahabat Nabi terhadap
informasi yang masih meragukan diantara kalangan sahabat. Misalnya apa yang
dilakukan oleh Umar ibn al-Khathab, beliau menanyakan kembali kepada Nabi SAW
tentang berita yang diterima dari salah seorang tetangganya yang mengatakan bahwa
Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Dari hasil konfirmasinya, diperoleh penjelasan
dari Nabi bahwa beliau tidak melakukan hal tersebut melainkan hanya tidak
mengumpulinya saja.>* Sekalipun memang seperti yang dikatakan A’zami, pada masa
Nabi kritik hadis dilakukan hanya sebatas konfirmasi yang berarti pergi menemui
Rasulullah untuk membuktikan sesuatu yang dilaporkan telah dikatakan oleh beliau,
tidaklah berarti bahwa kritik hadis belum dikenal pada masa Nabi mengingat

banyaknya sahabat yang melakukan penyelidikan terhadap berita yang dikabarkan

22 Muhammad Musthafa A’zami, “Studies in Hadis Methodology and Literature”, diterjemahkan A.
Yamin, Metodologi Kritik Hadis, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 82

2 Bustamin dan M. Isa H. A.Salim, Metodologi, 6

* Lihat kata pengantar dalam, Usman Sya’roni, Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi,
(Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002), vii
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berasal dari Nabi seperti Ali ibn Abi Thalib, Ubay ibn Ka’ab, Abdullah ibn Umar,
Umar ibn al-Khatab, bahkan Zainab yang merupakan istri dari Ibn Mas’ud.” Sebagai
contoh yang perlu diungkap sebagai bukti bahwa kritik sanad telah muncul pada masa
Rasulullah masih hidup adalah sebuah kasus yang terjadi dimana Dhimam ibn
Tsa’labah datang menemui Rasulullah dan berkata, Muhammad, utusanmu telah
mengatakan begini dan begitu, kemudian Nabi menjawab, dia berkata benar.?
Bentuk konfirmasi yang dilakukan oleh sahabat sebagai cikal bakal munculnya
disiplin ilmu kritik sanad dalam bidang hadis. Hal ini terus berlanjut hingga wafatnya
Rasulullah SAW. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, praktek penilaian
terhadap sanad hadis tidak hanya sekedar konfirmasi melainkan telah melangkah
pada tahap komparasi. Hal ini dapat dikuatkan dengan fakta sejarah yang terjadi pada
Abu Bakar di saat seorang nenek mendatanginya untuk menanyakan warisan dari
harta yang ditinggalkan cucunya. Menghadapi kasus tersebut Abu Bakar dengan tegas
menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan ketentuan dalam al-Quran dan
tidak pula mendengar dari Rasulullah. Lalu Abu Bakar menanyakannya kepada para
sahabat yang lain, pada saat itulah tampil Mughirah dengan mengatakan bahwa
bagian seorang nenek atas warisan cucunya adalah seperenam. Mendengar hal
tersebut Abu Bakar tidak merta mempercayainya melainkan masih menanyakannya
kepada sahabat yang lain sebagai penguat terhadap apa yang telah dikatakan oleh

Mughirah. Beberapa saat kemudian datanglah Muhammad bin Maslamah untuk

» Muhammad Musthafa A’zami, “Studies in Hadis methodology and Literature”, diterjemahkan A.
Yamin, Metodologi kritik Hadis, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 82-83
26 Umi Sumbulah, Buku Ajar, 37



27

menguatkan pernyataan Mughirah, sehingga dari situlah Abu Bakar akhirnya
menyimpulkan bahwa bagian seorang nenek atas warisan cucunya adalah
seperenam.”’

Begitu pula mengenai kritik matan hadis. Aktivitas pengujian terhadap matan
hadis sebenarnya telah dilakukan oleh generasi sahabat semisal Umar ibn Khathab,
Ali ibn Abi Thalib, maupun Abdullah bin Mas’ud. Bahkan yang paling masyhur
adalah Sayyidah Aisyah ketika melakukan verivikasi terhadap hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi “sesungguhnya mayit itu akan
disiksa disebabkan oleh ratapan keluarganya”, begitu juga dengan sebuah hadis
yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak masuk surga.”®

Hadis yang pertama menurut Aisyah, perawi telah melakukan kesalahan dalam
periwayatannya mengingat hadis tersebut diucapkan Rasulullah pada saat beliau
melewati sebuah kuburan orang Yahudi dan beliau melihat keluarga si mayit sedang
meratap di atasnya. Melihat hal tersebut Rasulullah bersabda yang artinya: “mereka
sedang meratapi si mayit, sedang si mayit sendiri sedang diazab dalam kuburnya”.
Selain faktor kesalahan dalam periwayatan, menurut Aisyah, hadis tersebut dianggap
bertentangan dengan al-Quran yang artinya: “dan seorang yang berdosa tidak akan
memikul dosa orang lain”*® Sementara hadis kedua tentang anak zina tidak akan

masuk surga menurut Aisyah, asbab al-wurud hadis tersebut adalah suatu ketika

Rasulullah berjalan dengan seseorang kemudian diejek oleh orang munafik, lalu

7 Ibid., 38
2 M. Zuhri, Telaah Matan, 43
» M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulum al-Hadis, 124
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Rasulullah bertanya kepada orang munafik tersebut, siapakah yang menghalangi jika
aku bersama si fulan ini? kemudian orang munafik itu berkata, ia punya anak zina.
Lalu Rasulullah menyatakan bahwa “yang berzina itulah yang punya tiga keburukan,
diantaranya adalah terancam tidak masuk surga”. Jadi menurut Aisyah hadis tersebut
tidak menunjukkan bahwa anak hasil zina tidak akan masuk surga melainkan adalah
si pelakunya.”

Upaya verivikasi terhadap matan hadith yang dilakukan oleh Aisyah seperti
diuraikan di atas menjadi bukti bahwa kritik terhadap matan hadis telah dilakukan
oleh generasi sahabat sekalipun memang harus diakui bahwa penelitian terhadap
matan hadis termasuk kajian yang jarang dilakukan oleh muhaddithin jika
dibandingkan dengan perhatiannya terhadap penelitian sanad. Hal itu cukup beralasan
karena bagaimana mungkin dapat dikatakan hadis Nabi jikalau tidak didukung oleh
adanya silsilah yang menghubungkannya sampai kepada Rasululah sebagai sumber
hadis.”’

Namun demikian tidak serta merta kita katakana bahwa dalam melakukan
penelitian terhadap hadis Nabi, para ulama hanya memperhatikan aspek sanadnya dan
mengesampingkan terhadap kritik matan hadis seperti yang dituduhkan oleh para
orientalis semisal Ignaz Goldziher (1850-1921), A.J. Wensinck (1882-1939), maupun

Joseph Schacht (1902-1969)*

39 Muh. Zuhri, Telaah Matan, 44
3! Bustamin dan M. Isa H.A Salam, Metodologi, 59
32 Umi Sumbulah, Buku Ajar, 95
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C. Kritik Sanad Dan Standarisasi keshahihan

1. Pengertian Kritik Sanad

Sanad merupakan salah satu unsur penting yang sekaligus dijadikan sebagai
objek dalam kegiatan penelitian terhadap hadis Nabi. Kata sanad menurut bahasa
adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dikatakan demikian karena
setiap hadis selalu bersandar kepadanya. Sementara dari sisi terminologi, terdapat
beragam pendapat yang dikemikakan oleh para ulama mengenai pengertian sanad.
Namun jika ditelaah pada intinya keragaman tersebut hanya dalam tataran redaksi

sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad dapat diartikan sebagai

JoV sydas o Gl ks - 3l 0 alder of (AU G b

“jalan yang menyampaikan kepada matan hadis atau silsilah perawi yang
menukil matan hadis dari sumbernya yang pertama.”?

Dari definisi di atas , kritik sanad hadis dapat diartikan sebagi penelitian,
penilaian, dan penelusuran terhadap rangkaian perawi dalam sanad dengan cara
mengetahui biografi perawi yang terlibat dalam tranmisi periwayatan serta proses
penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing. ** definisi ini memberikan

pemahaman bahwa dalam penelitian sanad hadis, dua hal pokok yang menjadi

bahasannya adalah menyangkut nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan

3 Nurudin ,}tr, Manhaj al-Naqd fi Ulium al- Hadith, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 321
3 Bustamin dan M. Isa H.A Salam, Metodologi, 6-7



30

hadis yang bersangkutan serta lambang periwayatan hadis yang digunakan oleh
masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis yang diterima dari gurunya.”

Penelitian terhadap sanad hadis merupakan sebuah keniscayaan karena
bagaimanapun sebuah hadis tidak akan pernah dikatakan berasal dari Rasulullah
tanpa disertai adanya tranmisi periwayatan yang jelas, sehingga sangatlah wajar jika
persoalan sanad seakan menjadi anak emas dalam kegiatan penelitian hadis. Bahkan
Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan bahwa sanad hadis merupakan bagian dari
agama sehingga ketiadaan sebuah sanad akan menimbulkan peluang bagi siapa saja
untuk mengatak bahwa apa yang dikatakannya adalah hadis yang berasal dari
Rasulullah.*

Perlakuan istimewa terhadap sanad hadis seperti di atas, tentunya berlawanan
dengan pandangan orientalis sekalipun mereka menyadari bahwa sanad hadis
merupakan penentu validitas sebuah hadis, namun kesimpulannya seperti dikatakan
oleh Schacht bahwa sekalipun secara keseluruhan sistem isnad mungkin valid untuk
melacak hadis-hadis nabi sampai pada ulama abad kedua, tetapi periwayatan yang
merentang kebelakang sampai kepada Nabi SAW dan para sahabat adalah palsu
belaka dengan alasan sistem isnad dimulai pada awal abad kedua atau paling awal

akhir abad pertama.

3% M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan, 25
3% Nurudun ,.ltr, Manhaj al-Nagd, 344
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2. Standarisasi Keshahihan Sanad Hadis

Tidak ada perbadaan pendapat ulama hadis tentang definisi hadis shahih, yaitu
hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, diriwayatkan
oleh orang yang dabit, tidak terdapat shad dan illat’” Uraian mengenai syarat
keshahihan hadis pada bab II ini adalah untuk menjadi barometer ketika menilai hadis
yang akan ditelitidan dibuktikan keshahihannya pada bab berikutnya.

a. [ttisal al-sanad (persambungan sanad hadis)

Persambungan sanad hadis adalah adanya hubungan antara penerima hadis
dengan penyampai hadis atau antara murid dengan guru. Indikator persambungan
sanad hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Burhan Djamaluddin, tergantung pada
ungkapan yang digunakan oleh penulis buku-buku mengenai ilmu hadis, khususnya
buku-buku rijal al-hadith (buku-buku yang khusus membicarakan sanad atau perawi
hadis, serta pertalian antara guru dengan murid ketika meriwayatkan hadis) tentang
ketersambungan hadis tersebut.”®

Dalam buku-buku rijal al-hadith, seperti Tahdhib al- Tahdhib karya al-Asqalani
atau 7ahdhib al-Kamal karya al-Suyuthi, pasti ditemukan ungkapan yang menjadi

indikator ketersambungan sanad hadis dari satu perawi kepada perawi lainnya.

37 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usa/ al-Hadith Ulumuhu wa Mustalahuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995),
19

% Burhan Djamaluddin, Qunut Subuh Bid"ah? Kajian Komprehensif Tentang Hadis-Hadis Qunut
Subuh, (Surabaya:Pustaka Hikmah Perdana & Mihzab, 2005), 15-16
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Ungkapan yang populer tersebut diantaranya adalah rawa ,, an(ia meriwayatkan hadis
dari) dan rawa ,, anhu(orang yang meriwayatkan hadis darinya).”

Istilah rawa ,,an al-Asqalani misalnya, setelah selesai mengungkap nama
lengkap perawi seperti Salamah ibn Abd. Rahman, beliau menyebut Abu Hurairah
setelah menyebut istilah rawa ,,an Istilah rawa ,,an Abi Hurairah menunjukkan
bahwa Salamah ibn Abd. Rahman pernah menerima hadis dari Abu Hurairah, dengan
kata lain Abu Hurairah merupakan guru dari Salamah ibn Abd. Rahman. Sedangkan
istilah rawa ,,anhuyang menyertai nama Salamah ibn Abd. Rahman, misalnya rawa
,,anhu al-Bukhari, menunjukkan bahwa al-Bukhari menerima hadis dari Salamah ibn
Abd. Rahman. Dengan kata lain al-Bukhari adalah murid dari Salamah ibn Abd.
Rahman.

Lebih lanjut, Burhan Djamaluddin mengatakan, bahwa ketersambungan sanad
hadis bisa diketahui dengan melihat dari dua sisi. Pertama,dari sisi atas atau dari guru
kepada murid. Dari contoh diatas, untuk mengetahui hubungan antara Abu Hurairah
dengan Salamah ibn Abd. Rahman dapat dilihat dari riwayat hidup Abu Hurairah.
Seandainya dalam riwayat hidupnya terdapat nama Salamah bin Abd. Rahman —
sebagai orang yang pernah menerima hadis darinya- maka itu menjadi indikator
ketersambungan sanad antara Abu Hurairah dengan Salamah ibn Abd. Rahman.
Kedua, dari sisi bawah atau sisi murid dari guru. Seandainya dalam riwayat hidup

Salamah bin Abd. Rahman terdapat nama Abu Hurairah, sebagai orang yang pernah

** Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid I: 10
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menyampaikan hadis padanya, maka hal tersebut juga menjadi indikator
ketersambungan sanad antara Salamah ibn Abd. Rahman dengan Abu Hurairah.*

Namun dalam buku-buku rijal al-hadith, tidak selalu ditemukan istilah yang
menjadi indikator ketersambungan sanad tersebut dari dua sisi, seperti yang
dikemukakan di atas, tetapi hanya ditemukan pada satu sisi saja. Misalnya, dalam
riwayat hidup Abu Hurairah terdapat nama Salamah ibn Abd. Rahman (sebagai orang
yang pernah menerima hadis darinya), tetapi nama Abu Hurairah belum tentu
ditemukan dalam riwayat hidup Salamah ibn Abd. Rahman.

Indikator lain untuk membuktikan ketersambungan sanad adalah tahun lahir atau
tahun wafat dari masing-masing perawi. Misalnya, Abu Hurairah wafat pada tahun 56
H dan Salamah ibn Abd. Rahman lahir pada tahun 40 H, maka hal itu menjadi
indikator ketersambungan sanad antara Abu Hurairah dengan Salamah ibn Abd.
Rahman, sebab dimungkinkan Abu Hurairah pernah menyampaikan hadis kepada
Salamah ibn Abd. Rahman. Sebaliknya, bila Abu Hurairah wafat pada tahun 56 H
dan Salamah ibn Abd. Rahman lahir pada tahun 57 H, maka hal ini tidak bisa menjadi
indikator ketersambungan sanad antara keduanya, karena tidak masuk akal Abu
Hurairah yang telah wafat menyampaikan hadis kepada Salamah ibn Abd. Rahman
yang belum lahir. Informasi mengenai tahun wafat atau tahun lahir para perawi hadis
dapat ditemukan pada buku-buku rijal al-hadith, seperti Tahdhib al- Tahdhib dan
Tagqrib al-Tahdhib keduanya karya Ibn Hajar al-Asqalani atau 7ahdhib al-Kamal

karya al-Suyuthi.

4 Burhan Djamaluddin,Qunut Subuh, 17
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Dikalangan mukharrij hadis (para ahli hadis yang mengumpulkan hadis ke dalam
buku-buku hadis, seperti al-Bukhari, Muslim, al-Nasa’i, al-Tirmidzi, dan lain-lain)
ada yang dapat dikategorikan sangat selektif dalam menilai perawi hadis atau dalam
bahasa hadis disebut mutashaddid, ada yang sedang-sedang saja atau mutawassith,
dan ada yang mudah atau mutasahhil. Kelompok mutashadd ia menetapkan kriteria
yang ketat untuk menentukan ketersambungan sanad hadis, yaitu harus hidup satu
masa, sebab hal ini memungkinkan sanad yang satu dengan sanad lainnya dapat
bersambung, apakah penerima hadis mendengar langsung dari gurunya, menemukan
catatan, atau menerima wasiat gurunya. Bahkan Imam al-Bukhari mensyaratkan
bahwa antara guru dengan murid harus betul-betul bertemu. Lebih jauh lagi, al-
Bukhari bahkan menggunakan cara-cara spiritual untuk mendukung keyakinannya
akan ketersambungan sanad hadis yang akan diriwayatkannya. Menurut Muhammad
Zafzaf, sebagaimana yang telah dinukil oleh Burhan Djamaluddin, al-Bukhari
melakukan shalat istikharah sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak
sebuah hadis yang ia dapatkan. Sedangkan ulama lain tidak mengharuskan bertemu
antara guru dengan murid, tetapi cukup hidup satu masa.*’

Ketatnya persyaratan yang ditentukan oleh Imam al-Bukhari, dibanding dengan
syarat yang ditetapkan imam hadis lainnya, menempatkan kitab shahih al-Bukhari

pada posisi teratas dalam nilai hadis yang termuat di dalamnya.

! Burhan Djamaluddin,Qunut Subuh, 19
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b. Adil

Syarat kedua yang harus ada dalam hadis shahih adalah adil, yaitu seorang
perawi harus istigamah (konsisten) dalam menjalankan agama, memiliki moral yang
baik, tidak melakukan kefasikan, dan menjaga muru"ah (harga diri).** Para ulama
berbeda pendapat dalam masalah ukuran konsistensi dalam menjalankan agama,
seperti pertentangan antara al-Bukhari dengan al-Nasa’i mengenai seorang perawi
hadis bernama Abu Laila. Walaupun dalam kitab w/um al-hadith tidak dijelaskan
secara rinci mengenai kriteria adil yang mereka perselisihkan, namun ternyata al-
Bukhari menerima hadis riwayat Abu Laila karena menurutnya Abu Laila merupakan
seorang perawi yang adil. Sedangkan al-Nasa’i tidak menerima hadis riwayat Abu
Laila kerena menganggap ia bukan seorang perawi yang adil. Ukuran konsistensi
dalam menjalankan agama mencakup bidang yang cukup luas, baik bidang ibadah
maupun mu’amalah. Sebagai contoh misalnya perawi A, karena ia tidak selalu
menjalankan ibadah sunah, bisa saja ia dinilai tidak konsisten menjalankan agama.
Sebaliknya, perawi hadis tersebut dapat dinilai adil oleh kritikus lainnya.

Lebih jauh lagi, yang dapat membuka peluang untuk berbeda pendapat dalam
menilai seorang perawi hadis adalah moralnya. Bagi seorang kritikus hadis yang
mengutamakan etika, seorang perawi dapat dinilai tidak adil pada saat ia tidak
mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang lain. Sedangkan menurut kritikus
hadis yang tidak begitu mengutamakan etika, bisa saja menilai perawi tersebut

sebagai perawi yang adil walaupun ia tidak mengucapkan salam. Apalagi yang

*> Muhammad Ajjaj al-Khatib, usul al- Hadith, 305
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dipakai oleh kritikus hadis tersebut adalah standar hukum figh. Dalam hukum figh,
mengucap salam tidak wajib, dan hanya menjawabnya saja yang wajib. Dan masih
banyak lagi masalah moral sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
seorang perawi hadis, yang memberi peluang untuk diperdebatkan.

Kriteria yang paling rumit dari sekian banyak kriteria adilnya seorang perawi
adalah menjaga muru "dh. Bagi seorang kritikus hadis yang selektif, seorang perawi
yang tidak memakai kopiah saja dapat dinilai tidak adil, karena ia tidak menjaga
muru“ah Sebagai dampak dari penilaian tersebut, banyak perawi yang tidak
memenuhi syarat sebagai perawi hadis shahih. Berbeda dengan kritikus yang
pertama, kritikus kedua yang tidak terlalu selektif dalam menilai perawi hadis, dapat
menerima hadis dari perawi yang tidak menutup kepala, karena tidak menutup kepala
tidak menjatuhkan harga diri (murawu“ah). Begitu juga makan dan minum dengan
cara berdiri. Hal tersebut bisa saja menimbulkan pertentangan pendapat di kalangan
kritikus hadis, seperti halnya pertentangan mereka dalam masalah menutup kepala.

c. Dabit

Syarat ketiga adalah dabit (kuat hafalan). Para kritikus hadis menetapkan bahwa
seorang perawi hadis haruslah orang yang dabit, yaitu perawi yang mampu
menghafal hadis yang ia terima dari gurunya dan mampu menyampaikan lagi kepada

orang lain persis seperti yang ia terima dari gurunya. Perawi yang dabift juga mampu
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mengetahui kesalahan yang terjadi, baik berupa penambahan maupun pengurangan
matan hadis yang ia riwayatkan.*’

Dalam kitab-kitab rijal al-hadith, adil dan dabit biasanya digabung dalam satu
istilah, yaitu thigah. Dan thigah itu sendiri memiliki beberapa tingkatan, dari tingkat
yang paling tinggi sampai kepada tingkatan yang paling rendah. Adanya tingkatan
kethigahan seorang perawi membawa dampak kepada bertingkatnya nilai hadis Nabi.
Ajjaj al-Khathib, sebagaimana yang dititurkan oleh Burhan Djamaluddin, membagi
urutan kethigahan perawi hadis kepada enam tingkat, yaitu:**

Pertama, tingkat kethigahan yang paling tinggi, yaitu yang ditandai oleh kata
yang menunjuk pada arti mubalaghah (tingkat paling atau superlative), seperti authaq
al-nas (orang yang terpercaya), adbat al-nas (orang yang paling kuat hafalannya),
laisa lahu nazir (orang yang tidak ada tandingannya dalam kethigahan).

Kedua, tingkat kethigahan yang ditandai dengan istilah la yus alu ,,anhu (tidak
perlu dipertanyakan lagi) atau la yus “ali ,,anmithlih (tidak perlu dicari orang seperti
dia). Perawi yang mendapat nilai kedua ini, maka keshahihan hadis yang
diriwayatkan kedudukannya lebih rendah dari keshahihan hadis yang diriwayatkan
oleh perawi yang memiliki nilai tingkat pertama.

Ketiga, tingkat kethigahan yang ditandai dengan mengulang kata thigah, seperti:

thiqah-thigah atau ditandai dengan istilah thigah ma “munatau thigah hafiz.

3 Ibid
* Ibid, 23-25
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Keempat, kethigahan yang ditandai oleh kata thabat, mutgin, hujjatun, imam fi
al-hadis, ,,adlun hafid, dan ,,adlin dabitun. Secara berurutan, urutan keempat ini
masih termasuk kategori shahih, tetapi menempati urutan di bawah keshahihan urutan
ke tiga.

Kelima, kethigahan yang ditandai dengan kata seperti sadug ma “mun, la ba"ua
bih. Tingkatan ke lima ini mengindikasikan bahwa perawi adalah orang yang adil
tetapi hafalannya kurang kuat. Lafaz lain yang semakna dengan ini adalah mahalluh
al-sidqu (pantas dikategorikan perawi yang adil), salih al-hadith (hadis yang
diriwayatkannya baik untuk dijadikan hujjah). Namun sebagian ulama ahli hadis
menempatkan dua istilah terakhir ini pada urutan ke enam.

Keenam, kethigahan yang ditandai dengan istilah seperti syaikh, laisa bi ab“ad
min al-sawab (tidak jauh dari kebenaran), suwailih (hadisnya agak baik), dan sadug
insya Allah (insya Allah perawinya seorang yang benar).

d. Tidak terdapat shadh

Syarat ke lima yang harus ada pada hadis shahih adalah hadis tersebut tidak
shadh, yaitu perawi hadis tersebut tidak bertentangan dengan perawi lain yang lebih
thigah. Dengan kata lain tidak ada pertentangan secara substansial bukan redaksional
antara hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thigah dengan riwayat hadis dari
perawi yang lebih thigah, serta pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan

sehingga dengan sendirinya hadis yang diriwayatkan oleh pertama dianggap shaz.
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e. Tidak terdapat illat

Syarat ke enam dari hadis shahih adalah hadis tersebut tidak cacat, misalnya
hadis yang sanadnya tampak bersambung (muttasil) dan sampai pada Nabi (marfu")
namun ternyata hanya sampai pada sahabat (mawquf), hadis mungati’ (hadis yang
tidak bersambung sanadnya) dianggap hadis mawsul/ (bersambung sanadnya).

Ajjaj al-Khatib menyebut cacadnya seorang perawi hadis ada enam tingkatan,
yalitu:45

Pertama, cacat yang paling parah yang ditandai dengan istilah yang menunjukkan
arti paling (superlative), seperti akzab al-nas (orang yang paling bohong). Kedua,
cacat yang ditandai dengan istilah yang berarti bohong, seperti kazzab (pembohong)
atau wadda’ (orang yang senang membuat-buat berita). Ketiga, cacat yang ditandai
oleh kata yang merujuk bahwa ia dituduh berbohong, seperti muttahamun bi al- kazib
(dituduh berbohong), muttahamun bi al-wad"i(dituduh membuat hadis), sariga al-
hadith (mencuri hadis), atau laisa bi thigah (dia tidak thigah). Keempat, cacat yang
ditandai oleh kata-kata seperti rudda hadithuh (hadisnya ditolak), da’if jiddan (lemah
sekali), laisa bi shai‘in (tidak ada apa-apanya), atau la yuktabu hadithuh (hadis yang
diriwayatkannya tidak boleh ditulis atau diriwayatkan). Kelima, cacat yang ditandai
oleh kata-kata seperti mudtarib al-hadith (hadis yang diriwayatkannya mudtarib), la
yuhtajju bih (hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah), da’if(lemah), atau lahu manakir

(hadis yang diriwayatkannya termasuk hadis munkar). Keenam, cacat yang merujuk

* Ibid, 27-28
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pada arti lemabh, tetapi mendekati thigah, seperti laisa bi zaka al-gawiyyi (tidak begitu
kuat), fihi magal (hadis yang diriwayatkannya masih perlu diperdebatkan), atau /aisa
bi hujjatin (hadis yang diriwayatkannya tidak dapat dijadikan hujjah), atau fihi da’fun
(hadis yang diriwayatkannya terdapat kelemahan), atau ghairuhu authaq minhu
(orang lain lebih thigah dari pada dia).

Kecacatan perawi tingkat pertama menunjuk pada beratnya kelemahan yang
dimiliki seorang perawi. Dan urutan yang paling bawah dalam urutan kecacatan
perawi mengarah pada kethigahan, sebab semakin ringan kelemahan yang terdapat
pada seorang perawi tersebut, semakin mengarah kepada kethigahan.

3. Al-Jarh wa al-Ta’dil: Instrumen Penguji Kredibilitas Perawi

Pengetahuan tentang jarh wa ta’dil merupakan sebuah keniscayaan dalam
penelitian terhadap hadis Nabi, mengingat jarh wa ta’dil merupakan satu disiplin
ilmu yang sangat terkait dalam menentukan kualitas sebuah hadis. Kedua term ini jika
didekati secara definitive baik secara etimologi maupun terminology akan didapatkan
pendapat yang beragam yang telah diajukan oleh para ulama.

Kata jarh merupakan bentuk masdar dari kata kerja ja-ra-ha yang berarti

membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah, seperti

dalam ungkapan orang Arab Jali)l .S\ ~ > (hakim telah melukai seorang saksi).*®
C g

Sedangkan secara terminology al-jarhu berarti munculnya suatu sifat dalam diri

perawi yang dapat menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan ingatannya

% Zeid B. Smeer, Ulumul Hadis, (Malang: UIN Press, 2008), 132
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yang dapat menyebabkan riwayat yang disampaikannya menjadi gugur, lemah, atau
bahkan tertolak.”’

Sedangkan kata fa’di/ secara bahasa berasal dari kata ,, #da-/a yaitu sesuatu yang
dapat dirasakan dalam keadaan benar dan lurus, sehingga kata ini tampak berlawanan
dengan kata al-jarhu Sementara secara istilah terdapat pendapat yang beragam
diantara para ulama. Misalnya al-Khatib mendefinisikannya sebagai upaya mensifati
perawi dengan sifat-sifat yang dapat menyucikan diri dari sifat-sifat tercela sehingga
tampak keadilannya.” Dalam redaksi yang berbeda dengan definisi di atas, ta’dil
juga diartikan sebagai upaya pensifatan terhadap seseorang dengan suatu sifat yang
menjadikan riwayatnya dapat diterima.*

Dari definisi dua term di atas, al-jarh dan ta’dil dapat dipahami bahwa ilmu jarh
wa ta’dil seperti didefinisikan oleh Subhi al-Shalih adalah suatu disiplin ilmu yang
membahas tentang para perawi dari segi kepribadiannya baik mengenai sifat-sifat
yang tercela maupun sifat yang terpuji dengan menggunakan kata-kata khusus.”
Dengan kata lain ilmu ini membahas tentang hal ikhwal para perawi dari segi
diterima ataupun ditolaknya riwayat mereka.”’

Kata-kata khusus sebagai penyifatan terhadap seorang perawi seperti terdapat

pada definisi diatas, sesuai dengan tipologi yang dilakukan oleh Abu Hatim al-Razi

M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulum al-Hadis.............. , 157
* Umi Sumbulah, Buku Ajar,.............ccocoveueee..., 78
4 Zeid B. Smeer, Ulumul Hadis,..........cocoveveeeeeen.. ,133

%0 Abdul Majid Khon, Ulum al-Hadis, (Jakarta: Amzah, 2008), 85
' M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis..............., 158
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dalam karyanya yang berjudul al-Jarh wa Ta’dil yang selanjutnya dikutip oleh
Mahmud Thahan terklasifikasi ke dalam bagian berikut ini.

Tingkatab jarh serta lafaz yang digunakan di dalamnya terbagi ke dalam enam
tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkatan pertama yang menunjuk pada kelemahan dan tingkatan jarh yang paling

rendah digunakan kata <¢gudl o (hadisnya lemah) atau J&e <& (dalam

perbincangan).

b. Tingkatan kedua yang menunjuk pada kelemahan terhadap perawi dengan

menggunakan kata 4 7% Y 0 (si fulan tidak dapat dijadikan hujjah) atau ==

atau S\s 4 (dia adalah perawi yang lemah atau memiliki sejumlah hadis munkar).

c. Tingkatan ketiga menunjuk pada kelemahan yang menyebabkan hadis yang

diriwayatkan tidak boleh ditulis. Hal tersebut ditunjuk dengan penggunaan kata

dpd S Y 0N atay 4ie als))) J£ Y atau > (s> 05 dan adakalanya dengan

menggunakan kata (orang yang sering menduga-duga).

d. Tingkatan keempat menunjuk pada tuduhan dusta atau pemalsu hadis dengan

penggunaan kata < JSJL &% O (fulan dituduh berdusta) atau ~> ol e OO

(dituduh pemalsu hadis) atau &4+ 3, (mencuri hadis) atau lesle (perawi yang
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gugur) atau ds5. (orang yang ditinggal hadisnya) atau 4 _J (dia bukan perawi

yang thiqah)

e. Tingkatan kelima menunjuk pada sifat dusta, pemalsu dan semacamnya seperti

<1 (pembohong) J=2 (penipu), ¢Les (pemalsu hadis), —J45” (dia berbohong), dan

&= (dia memalsukan hadis).

f. Tingkatan keenam menunjukkan pada kebohongan yang berlebihan dan
merupakan tingkatan yang paling buruk. Hal ini ditunjuk dengan penggunaan kata
seperti o<Wl @XSI(orang yang paling dusta).

Tingkatan jarh diatas berimplikasi pada hukum yang berbeda, untuk dua yang
pertama hadis yang diriwayatkannya tidak bisa dijadikan hujjah akan tetapi boleh
ditulis hanya untuk bahan pertimbangan saja. Dan tentunya perawi yang berada pada
tingkatan kedua lebih rendah kedudukannya dari pada tingkatan pertama. Sedangkan
empat tingkatan terakhir, hadis yang diriwayatkannya tidak boleh dijadikan sebagai
hujjah ataupun ditulis untuk pertimbangan.’*

Adapun tingkatan za’dil yang telah diformulasikan oleh para ulama hadis, secara
hirarkis terklasifikasi ke dalam enam tingkatan sebagai berikut:

a. Lafaz yang menunjukan mubalaghah (kelebihan) dalam

hal ketsiqahan (keteguhan), atau lafaz yang mengikuti

>2 Ibid, 159
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i

wazan af’ala. Contohnya: gREl Gl (orang yang paling
tsiqat/tetpercaya), g,w\f'ﬂ\ Lz § (paling dabit), ik 41 Ll (tiada bandingan baginya)

b. Lafaz yang memperkuat salah satu sifat atau dua sifat thigah. Seperti, 4 45 (orang
yang sangat-sangat thiqah), atau sk 4% (orangnya thiqah lagi jujur), éls A&
(terpercaya lagi mempunyai kekuatan hafalan yang baik)

c. Lafaz (ungkapan) yang menunjukan kethiqahantanpa ada penguatan.
Seperti, 45 (orangnya thiqah), atau >~ (orangnya ahli argumen), ! (Imam), Ja=
Lils (adil lagi hafiz).

d. Lafaz yang menunjukan ta’dil tanpa menampakkan kedabitan.
Seperti,3sua (orangnya jujur), atau yang sama kedudukannya dengan saduq, atau
4 o ¥ (orangnya tidak punya masalah —cacat-) yang diungkapkan selain oleh
Ibnu Ma’in, karena kata4 LY yang ditujukan terhadap rawi dan dikatakan oleh
Ibnu Ma’in mempunyai arti thiqah.

e. Lafaz yang tidak menunjukkan ketsiqahan atau tidak menunjukkan adanya jarh.
Contohnya, &4 38 (si Fulan itu seorang syekh/guru), atau (=1l e 55 (manusia
meriwayatkan dirinya.

f. Lafaz yang mendekati adanya jarh. Seperti, Cuall =lla 3 (si Fulan orang yang
hadisnya salih),4s S (orang yang Hadisnya dicatat), < sall (e e s (tidak

jauh dari benar), b s (agak baik), 4 ¢Li o} (3 s3a (insya Allah orang jujur).”

>3 Ibid, 160
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Para ulama Hadis menyatakan keshahihan sanad dengan empat pertama dari
tingkatan lafal ta’dil di atas. Sementara untuk tingkatan kelima dan keenam yang
tidak menunjukkan kedabitan seorang perawi, baru dapat diterima Hadisnya apabila

ada sanad lain sebagai penguatnya.”*

. Kritik Matan
Pengertian Kritik Matan

Kata “kritik” berasal dari bahasa Yunani krites yang artinya “seorang hakim,
krinein berarti “menghakimi”, kriterion berarti “dasar penghakiman”. Dalam
konteks tulisan ini kata “kritik” dipakai untuk menunjuk kepada kata al-naqd dalam
studi hadis. Dalam literatur Arab kata “al-naqd’ dipakai untuk arti “kritik”, atau
“memisahkan yang baik dari yang buruk.” Kata “al-nagqd”’ ini telah digunkan oleh
beberapa ulama hadis sejak awal abad kedua Hijriah, hanya saja istilah ini belum
populer di kalangan mereka. Kata “al-nagd’ dalam pengertian tersebut tidak
dijumpai dalam al-Qur’an maupun hadis. Namun kata yang memiliki pengertian
yang sama disebutkan dalam al-Qur’an, yaitu kata yamiz yang berarti memisahkan
sesuatu dari sesuatu yang lain. Bahkan seorang pakar hadith abad ketiga Hijriah,
Imam Muslim (w. 261 H=875 M) memberi judul bukunya yang membahas metode
kritik hadis dengan al-Tamyiz. Sebagian ulama menamakan istilah a/-nagd dalam
studi hadis dengan sebutan al-jarh wa al-ta’dil sehingga dikenallah cabang ilmu

hadis, al-jarh wa al-ta’dil yaitu ilmu untuk menunjukkan ketidak shahihan dan

> Nawir Yuslem, Sembilan Kitab Induk Hadis,(Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), 174
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keandalan. Memperhatikan pengertian dan perkembangan istilah tersebut, dalam
bahasa Indonsia identik dengan kata “menyeleksi” yang secara leksikal memiliki arti
menyaring atau memilih.”

Dari pengertian kata atau istilah kritik di atas, dapat ditegaskan bahwa yang
dimaksud dengan kritik matan hadis (naqd al-matn) dalam konteks ini ialah usaha
untuk menyeleksi matan-matan hadis sehingga dapat ditentukan antara matan-matan
hadis yang shahih atau lebih kuat dan yang tidak. Keshahihan yang berhasil diseleksi
dalam kegiatan kritik matan tahap pertama ini baru pada tahap menyatakan
keshahihan matan menurut eksistensinya.’®

Pada tahap ini belum sampai pada pemaknaan matan hadis, kendatipun unsur-
unsur interpretasi matan boleh jadi ada terutama jika menyeleksi matan dengan cara
melihat tolok ukur keshahihan matan hadis. Bila terdapat matan-matan hadisyang
sangat rumit dikritik atau diseleksi berkaitan dengan pemaknaannya, maka hal
tersebut “diserahkan” kepada studi matan hadis tahap kedua yang menangani
interpretasi atau pemaknaan matan hadis.

. Unsur Metodologis Dalam Kritik Hadis
1. Takhrij al-Hadis

a. Pengertian Takhrij al-Hadis
Kata takhrij (z_33( adalah bentuk masdar dari s )ai-z %e-="A yang secara

bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya.

> Muhammad Musthafa Azami,. Metodologi Kritik Hadis. Terj. A. Yamin. (Jakarta: Pustaka
Hidayah, 1992), 17
%6 M. Syuhudi Ismail,. Kaedah Kesahihan ..................., 47
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Sedang pengertian takhrij al-hadis menurut istilah ada beberapa pengertian, di
antaranya ialah:

1) Suatu keterangan bahwa hadis yang dinukilkan ke dalam kitab susunannya itu
terdapat dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. Misalnya,
penyusun hadis mengakhiri penulisan hadisnya dengan kata-kata akhrajahu al-
Bukhari artinya bahwa hadis yang dinukil itu terdapat dalam kitab Jami’us
Shahih Bukhari. Bila ia mengakhirinya dengan kata akhrajahu muslim berarti
hadis tersebut terdapatdalam kitab Shahih Muslim.

2) Suatu usaha mencari derajat, sanad, dan rawi hadis yang tidak diterangkan oleh
penyusun atau pengarang suatu kitab.>’

3) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber dengan
mengikutsertakan metode periwayatannya dan kualitas hadisnya.

4) Mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli secara lengkap
dengan mata rantai sanad masing-masing dan dijelaskan kualitas hadis yang
bersangkutan.”®
Dari sekian banyak pengertian takhrij di atas, yang dimaksud takhrij dalam

hubungannya dengan kegiatan penelitian hadis lebih lanjut, maka takhrij berarti
“penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai
sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut

dikemukakan secara lengkap matan dan matarantai sanad yang bersangkutan.

" Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, Ulumul Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 131
¥ M. Syuhudi Ismail, Metodologi.......... 41-42
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b. Faktor Penyebab Takhrij al- Hadis

Adapun faktor utama yang menyebabkan kegiatan penelitian terhadap hadis
(takhrij al-hadis) dilakukan oleh seorang peneliti hadis adalah sebagai berikut:
1) Mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti

Maksudnya adalah untuk mengetahui status dan kualitas hadis dalam
hubungannya dengan kegiatan penelitian, langkah awal yang harus dilakukan oleh
seorang peneliti adalah mengetahui asal-usul periwayatan hadis yang akan diteliti,
sebab tanpa mengetahui asal-usulnya sanad dan matan hadis yang bersangkutan
mengalami kesulitan untuk diketahui mata rantai sanadnya sesuai dengan sumber
pengambilannya, sehingga tanpa diketahui secara benar tentang mata rantai sanad dan
matan, maka seorang peneliti peengalami kesulitan dalam melakukan penelitian
secara baik dan cermat. Makanya dari faktor ini, kegiatan penelitian hadis
(takhrij) dilakukan.
2) Mengetahui dan mencatat seluruh periwayatan hadis bagi hadis yang akan

diteliti.

Maksudnya adalah mengingat redaksi hadis yang akan diteliti itu bervariasi
antara satu dengan yang lain, maka diperlukan kegiatan pencarian seorang peneliti
terhadap semua periwayatan hadis yang akan diteliti, sebab boleh jadi salah satu

sanad hadis tersebut berkualitas da’if dan yang lainnya berkualitas shahih.
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3) Mengetahui ada tidaknya shahid dan mutabi‘pada mata rantai sanad

Mengingat salah satu sanad hadis yang redaksinya bervariasi itu dimungkinkan
ada perawi lain yang sanadnya mendukung pada sanad hadis yang sedang diteliti,
maka sanad hadis yang sedang diteliti tersebut mungkin kualitasnya dapat dinaikkan
tingkatannya oleh sanad perawi yang mendukungnya.

Dari dukungan tersebut, jika terdapat pada bagian perawi tingkat pertama (yaitu
tingkat sahabat) maka dukungan ini dikenal dengan shahid. Jika dukungan itu
terdapat pada bagian perawi tingkat kedua atau ketiga (seperti pada tingkatan tabi’in
atau tabi’in al- tabi’in), maka disebut sebagai mutabi".

Dengan demikian, kegiatan penelitian (takhrij) terhadap hadis dapat dilaksanakan
dengan baik jika seorang peneliti dapat mengetahui semua asal-usul mata rantai sanad
dan matannya dari sumber pengambilannya. Begitu juga jalur periwayatan mana yang
ada shahid dan mutabi’nya, sehingga kegiatan penelitian (fakhrij) dapat dengan
mudah dilakukan secara baik dan benar dengan menggunakan metode
pentakhrijannya.

c. Metode Takhrij al-Hadis

Dalam takhrij terdapat beberapa macam metode yang diringkas dengan

mengambil pokok-pokoknya sebagai berikut :

1) Takhrij dengan cara mengetahui perawi hadis dari sahabat
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Metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan

hadis yang dimaksudkan,’ lalu kita mencari bantuan dari tiga macam karya hadis.

a.

b.

2)

Al-Masanid (musnad-musnad) : Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita telah mengetahui
nama sahabat yang meriwayatkan hadith, maka kita mencari hadis tersebut dalam
kitab al-masanid hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari
kumpulan musnad tersebut.

Al-Ma'ajim (mu'jam-mu'jam) : Susunan hadith di dalamnya berdasarkan urutan
musnad para sahabat atau shuyukh (guru-guru) atau bangsa (tempat asal) sesuai
huruf kamus (hijaiyyah). Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan
untuk merujuk hadisnya.

Kitab-kitab Al-Atraf= Kebanyakan kitab-kitab al-atrafdisusun berdasarkan
musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus.
Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadith itu, maka dapat merujuk
pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab a/-afraftadi untuk
kemudian mengambil hadith secara lengkap.

Takhrij dengan mengetahui permulaan lafadh dari hadis

Metode ini merupakan metode penelusuran terhadap hadis Nabi dengan

berdasarkan pada lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf

hijaiyyah.®® Cara ini dapat dibantu dengan kitab-kitab koleksi hadis, yaitu :

* Zeid B. Smeer, Ulumul Hadis,................. 177
% M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis..........., 196
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a. Kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak,
misalnya: Ad-Durar al-Muntatirah fi al-Ahaditi al-Mustaharahkarya Al-
Suyuthi; al-Lali al-Manthurah fi al- Ahadith al-Mashhurah karya Ibnu Hajar; Al-
Maqasid al-Hasanah fi Bayani Kathirin min al- Ahadis al-Mushtahirah 'ala al-
Alsinah karya Al-Sakhawi; Tamyiiz al- Tayyib min al-Khabith fi ma Yaduru 'ala
Alsinah al-Nas min al-Hadith karya Ibnu Ad-Dabi' Al-Syaibani; Kashf al-Khafa
wa Muzil al-1lbas 'an ma Ishtahara min al- Ahadith 'ala Alsinah al-Nas karya Al-
'Ajluni.

b. Kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya: al-
Jami' al-Saghir min al- Ahadis al-Bashir al- Nazir karya Al-Suyuthi.

c. Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab
tertentu, misalnya : Miftah al-Sahihain karya Al-Tauqadi; Miftah al-Tartibi li
Abhadithi Tarikh Al-Khatibkarya Sayyid Ahmad Al-Ghumari; al-Bughiyyah fii
Tartibi Ahadithi Sahih Muslim karya Muhammad Fuad Abdul-Bagqi; Mifiah
Muwatta' Malik karya Muhammad Fuad Abdul-Bagqi.

3) Takhrij dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya oleh
orang dari bagian mana saja dari matan hadis
Metode ini dapat dibantu dengan kitab A-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil- Hadith

Al-Nabawi, berisi sembilan kitab yang paling terkenal diantara kitab-kitab hadis,
yaitu : Kutubus-Sittah, Muwatta'lmam Malik, Musnad Ahmad, dan Musnad Ad-

Darimi. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, yaitu Dr. Vensink (meninggal 1939
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M), seorang guru bahasa Arab di Universitas Leiden Belanda; dan ikut dalam
menyebarkan dan mengedarkannya kitab ini adalah Muhammad Fuad Abdul-Bagi.'
4) Takhrij dengan cara mengetahui tema pembahasan hadis

Jika telah diketahui tema dan objek pembahasan hadis, maka bisa dibantu
dalam takhrijnya dengan karya-karya hadis yang disusun berdasarkan bab-bab dan
judul-judul. Cara ini banyak dibantu dengan kitab Miftah Kunuz Al-Sunnah yang
berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Kitab ini
disusun oleh seorang orientalis berkebangsaan Belanda yang bernama Dr. Arinjan
Vensink juga. Kitab ini mencakup daftar isi untuk 14 kitab hadis yang terkenal,
yaitu:62
a) Shahih al-Bukhari
b) Shahih al- Muslim
¢) Sunan Abu Dawud
d) Jami' Al-Tirmizi
¢) Sunan Al-Nasa'i
f) Sunan Ibnu Majah
g) Muwatta' Malik
h) Musnad Ahmad
i) Musnad Abu Dawud Al-Tayalisi

j)  Sunan Al-Darimi

5! Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis................., 119
52 M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis..................., 200
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k) Musnad Zaid bin 'Ali

1) Sirah Ibnu Hisyam

m) Maghazi Al-Waqidi

n) Tabaqat Ibnu Sa'ad

d. Manfaat Takhrij al-Hadis
Ada beberapa manfaat dari takhrij al-hadis antara lain sebagai berikut:

1) Memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis shahih, hasan, ataupun
daif, setelah diadakan penelitian dari segi matan maupun sanadnya.

2) Memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa
suatu hadis adalah hadis makbul (dapat diterima). Dan sebaliknya tidak
mengamalkannya apabila diketahui bahwa suatu hadis adalah mardud (tertolak).

3) Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadith adalah benar-benar berasal dari
Rasulullah SAW. Yang harus kita ikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat
tentang kebenaran hadis tersebut, baik dan segi sanad maupun matan.®’

2. I'tibar al-Hadith
Kata al-i'tibar merupakan masdar dan kata _icl. Menurut bahasa, al-i'tibar

adalah “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud supaya dapat diketahui

sesuatunya yang sejenis.64
Menurut istilah ilmu hadis, a/-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain

untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya

 Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, Ulumul... ................ 132
% Mahmud Thahan, Taisir................, 141
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terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain
tersebut akan dapat diketahui ada atau tidaknya periwayat lain untuk bagian sanad
dari sanad hadis yang dimaksudkan.®

Dengan dilakukannya al-i'tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur
sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode
periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi,
kegunaan al-i'tibar adalah untuk mengetahui sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada
atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus muttabi' atau shahih.
Yang dimaksud muttabi’ (biasa juga disebut fabi’ dengan jamak tawabi®) ialah
periwayat yang berstatws pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi.

Pengertian shahih (dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan
sawahih) ialah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi. Melalui al/-
i'tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki mutabi’ dan
sahih ataukah tidak.

Al-i"tibarini merupakan bagian dari penelitian hadis dimana fungsinya sangat
menentukan keberadaan hadis tersebut.

Langkah ini tidak dapat ditinggalkan sama sekali, mengingat sebelum melakukan
penelitian terhadap karakteristik setiap perawi, perlu diketahui dahulu rangkaian para
perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan.

Dalam tataran aplikatif, kegiatan i “tziba- memerlukan pembuatan skema sanad

bagi hadis yang akan diteliti. Dalam pembuatan skema, ada tiga hal penting yang

% Ibn Hajar al-Asqalani, Nukhbah al-Fikr, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arab, tt), 23
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perlu mendapatkan perhatian, yaitu: pertama, mengenai jalur seluruh sanad; kedua,
nama-nama perawi untuk seluruh sanad; ketiga, metode periwayatan yang digunakan
oleh masing-masing perawi.*®

Adapun nama-nama perawi yang ditulis dalam skema sanad meliputi seluruh
nama, mulai dari perawi pertama, yakni sahabat Nabi Saw yang mengemukakan
hadith, sampai mukharrij-nya. Sementara mengenai lambang periwayatan yang
digunakan oleh masing-masing perawi juga penting disertakan dalam skema,
mengingat dari delapan lambang periwayatan yang dikenal dalam ilmu hadis

mempunyai tingkat akurasi yang berbeda, sehingga juga berimplikasi pada kualitas

hadis yang diriwayatkannya.®’

. Pendekatan Dalam Kritik Dan Fiqh al-Hadis
1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis atau kesejarahan merupakan tahapan penting dalam rangka
untuk menilai otentisitas sumber dokumen, termasuk di dalamnya adalah teks-teks
hadis mengingat hadis merupakan fakta sejarah yang berkaitan dengan segala sesuatu
yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat dan ketetapan Nabi. Dari sinilah
kemudian dikatakan bahwa studi matan hadis (ilmu hadis riwayah) tidak berarti apa-

apa jika tidak disertai dengan ilmu hadis dirayah, yakni analisis kesejarahan terhadap

6 M. Syuhudi Ismail, Kaidabh........................... 52
5 Ibid, 53
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perkataan dan perbuatan Nabi, bahkan terhadap sifat-sifat dan keadaan para
transmitter yang terlibat di dalam periwayatan.®

Asumsi yang mendasari perlunya kritik historis yang diarahkan pada unsur
eksternal hadis (sanad) dan unsur internal hadis (matan) adalah tidak mungkin
tercapai suatu pemahaman yang benar bila tidak ada kepastian bahwa apa yang
dipahaminya tersebut secara historis adalah otentik. Hal ini dikarenakan bahwa
pemahaman terhadap sebuah teks yang tidak terjamin keotentisitasannya akan
menjerumuskan pada kesalahan sekalipun pemahamannya benar.”

Terhadap unsur eksternal hadis, kritik historis diarahkan untuk menentukan
keotentikan dokumen yang meliputi: 1. Apakah secara material, fisik dokumen
tersebut asli atau palsu; 2. Siapakah yang menjadi sumber dalam periwayatan
tersebut.”’ Dari sinilah maka signifikansi pendekatan historis sanad hadis
sebagaimana dikatakan Jalaluddin Rahmat adalah untuk mengetahui kredibilitas
persambungan sanad dengan mengkaji latar belakang sejarah dari masing-masing
periwayat, latar belakang dari suatu periwayatan dan penerimaan suatu hadis serta
situasi masyarakat pada periwayatan atau penerimaan hadis dari masing-masing
perawi.”

Sementara fokus kritik historis dalam menguji otentisitas unsur internal hadis

(matan) diarahkan untuk menentukan keabsahan matan hadis melalui dua kriteria,

5% Abdul Majid Khon, Ulumul............. 76

% Musahadi Ham, Evolusi Konsep Sunnah, (semarang: Aneka Ilmu, 2000), 155

" M. Mansyur, dkk, 141

! Lihat, Jalaluddin Rahmat, “Pemahaman Hadis; Perspektif Historis”, dalam Yunahar Ilyas dan M.
Mas’udi (ed), Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis, (Y ogyakarta: LPPI, 1996), 144
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yaitu apakah matan hadis tersebut secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Nabi
karena memang bersumber dari Nabi serta apakah tidak ada bukti historis yang
menolak bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi.””

2. Pendekatan Tekstual

Jika dalam studi al-Quran disebutkan bahwa pendekatan tekstua merupakan
pendekatan yang menjadikan lafal-lafal al-Quran sebagai objek,”” maka dalam studi
hadis pun teori ini juga dapat dipergunakan selama menyangkut pendekatan teks.
Dengan kata lain, jika dalam studi al-Quran, lafal-lafal al-Quran yang dijadikan
sebagai objek telaah, maka dalam studi hadis, objek yang mentelaah dalam
pendekatan tekstuanya adalah matan hadis itu sendiri.

Titik tekan dalam pendekatan ini adalah matan hadis yang mencakup prosedur-
prosedur gramatikal bahasa Arab. Bahkan tidak hanya melalui telaah terhadap
prosedur gramatikal an sech, namun dalam hal ini juga diperlukan kajian tematis-
komprehensif, yakni dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki
tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan
pemahaman yang lebih komprehensif. Selain kajian ini,dalam analisis teks juga
diperlukan konfirmasi makna yang diperoleh melalui petunjuk-petunjuk al-Quran.”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Nurun Najwah, menurutnya, matan hadis

Nabi adalah berbahasa Arab, sementara bahasa merupakan simbol dan sarana

> M. Mansyur, dkk, 141

3 MF. Zenrif, Sintesis Paradigma Studi al-Quran, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 51; teks dalam
hal ini diartikan sebagai tanda, sementara konteks adalah objek yang ditandai. Lihat, Komarudin
Hidayat, Menafsirkan Kehendak Tuhan, (Jakarta: Teraju, 2004), 14

™ Musahadi Ham, Evolusi Konsep Sunah, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 158
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penyampaian makna atau gagasan tertentu, sehingga kajian terhadap matan hadis
diarahkan pada aspek semantiknya yang mencakup makna leksikal (makna yang
diperoleh darikumpulan kosa kata) maupun makna gramatikal (makna yang
ditimbulkan akibat penempatan ataupun perubahan dalam kalimat).”

Secara praktis, makna leksikal dan gramatikal diperoleh melalui kajian terhadap
perbedaan redaksi masing-masing perawi hadis. Pemaknaan secara leksikal (harfiyah)
terhadap lafal yang dianggap penting serta melakukan penelusuran terhadap makna
tekstual dari sebuah hadis dengan merujuk pada kitab-kitab yang memuat tentang
sharah hadis.”®
3. Pendekatan Kontekstual

Berbeda dengan pendekatan tekstua yang menelusuri pemaknaan terhadap hadis
Nabi melalui kajian terhadap makna gramatikal dan leksikal sebuah matan,
pendekatan kontekstual —seperti yang dikenal dalam studi al-Quran’’- berusaha untuk
memperoleh pemahaman terhadap matan hadis melalui pengkajian terhadap konteks
yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis.

Dalam tradisi pemikiran Islam, pendekatan ini telah melahirkan tipologi
tersendiri yakni aliran kontekstualis yang dipahami sebagai aliran yang mempercayai

hadis sebagai sumber ajaran kedua dalam Islam tetapi dengan kritis-konstruktif

M. Mansyur, dkk, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis, (Yogyakarta: Teras, 2007), 144
76 77,

Ibid
""MF. Zenrif, Sintesis.......cccoo..., 53
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melihat asal-usul hadis tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran tekstualis yang
mengesampingkan proses historisitas sebuah hadis.”®

Dalam pendekatan ini, makna suatu pernyataan dipahami dengan cara melakukan
kajian ataurealitas, situasi atau problem historis yang dalam perbincangan ilmu hadis
diistilahkan dengan Asbab al-Wurud yakni konteks historisitas baik berupa peristiwa-
peristiwa ataupun pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi
Saw.”’

Akan tetapi mengingat tidak semua hadis mempunyai asbab al-wurud khusus
(asbab al-wurud mikro) seperti sebab yang berupa ayat al-Quran, hadis maupun sebab
yang berupa perkara yang berkaitan dengan para sahabat, maka diperlukan kajian

terhadap situasi sosio-historis yang lebih bersifat umum sebagai Asbab al-wurud

makro.*°

. Tinjauan Hukum Terhadap Status Anak Menjadi Wali Nikah Ibu
1. Pandangan Ulama Tentang Wali Nikah
Pengertian Wali Nikah
Perwalian dalam istilah figih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan

perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh

® M. Amin Abdullah, “Hadis dalam Khasanah Intelektual Muslim”, dalam Yunahar Ilyas dan M.
Mas’udi (ed), Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis, (Y ogyakarta: LPPI, 1996), 208

™ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, Studi Kritis Hadis Nabi; Pendekatan Sosio-
Historis-Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 9

% Ibid, 21; M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1994), 49
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yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang
atau barang®’
Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh :
a. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau
barang-barang yang dimiliki.
b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seorang atas salah seorang
kerabatnya atau anak-anaknya.
c. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-
budak yang telah dimerdekakannya.
d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya
atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.
Oleh sebab itu pada garis besarnya, perwalian itu dapat di bagi atas :
a. Perwalian atas orang
b. Perwalian atas barang
c. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.®
Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, yang akan dibicarakan di
sini ialah yang berhubungan dengan perwalian orang dalam perkawinannya.
Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia dan terhormat, karena pernikahan itu di
samping menjadi wadah untuk mengembangkan umat manusia, lebih jauh lagi

pernikahan itu merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai ibadah. Sebagai

81 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 92

82 Ibid
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perbuatan yang mulia dan sakral, pernikahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh syari’at Islam. Dengan demikian,
pernikahan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di hadapan Allah swt. Untuk
itulah dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi
apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan, artinya terpenuhi syarat dan rukun
tersebut menjadi ukuran sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, tidak
terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut, menjadi sebab tidak sahnya
pernikahan yang dilaksanakan.

Salah satu di antara rukun nikah itu adalah wali. Wali dalam pernikahan
menempati urutan yang ketiga dalam urutan rukun nikah. Wali secara etimologi
berasal dari kata “ ¥ s- b s  yang artinya ialah, dekat dengan®. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kata wali didefinisikan dengan ; Pengasuh pengantin wanita
pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin pria)®*.
Sedangkan menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya, azas-azas Hukum Islam tentang
Perkawinan, mengatakan bahwa wali secara bahasa dapat berarti “wilayah, yang
berarti; Penguasaaan dan Perlindungan®.

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ulama memberikan definisi

yang berbeda-beda, namun apabila dicermati dari beberapa definisi itu mengarah

% Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Proggresif,
1997), Cet XIV, 1582

84 Departemen Pendidikan, Kamus Besar... ...... ..... , 1124

8 K amal Mukhtar, Asas-Asas Hukum............ ,65



62

pada satu titik kesimpulan yang saling menguatkan. Untuk lebih jelasnya, di antara

definisi-definisi itu adalah :

1. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan : “wali nikah adalah sesuatu yang menjadikan
sahnya suatu akad, maka akad dipandang tidak sah tanpa adanya sesuatu
tersebut”™

2. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang
yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad
nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh
mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh
walinya.®’

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, dapat
dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai kekuatan
hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya,
yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Atau seseorang yang
mempunyai kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan perempuan yang berada
di bawah perwaliannya. Keberadaannya menjadi rukun dalam pernikahan yang akan
dilaksanakan.

Dasar Hukum Wali Nikah

Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikahnya merupakan rukun akad

nikah tersebut. Dasarnya adalah finan Allah dalam surat (Al-Baqarah : 232):

% Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ,ala al-Madzahib................. ,29
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), 69
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“Dan bila kamu telah mentalak perempuam dan iddahnya hampir habis, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami
mereka.”

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan
kepada pihak pria, bukan kepada kaum wanita, serta larangan dalam ayat ini
ditujukan kepada wali, maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara orang-
orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, seandainya perkawinan
itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan

ketentuan-ketentuan agama. Dari hadis Rasulullah saw tentang perlunya wali dalam

pernikahan ini adalah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa,
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“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Qudamah ibn A’yan, telah
bercerita kepadaku Abu ,,Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abu
Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW bersabda: Nikah tidak
sah kecuali dengan adanya wali.”

Syarat-Syarat Wali Nikah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menjelaskan kedudukan wali dalam

pernikahan. Maka, Seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi

% Al-Baqarah (2): 38
% Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats, Sunan Abi Dawud, “Bab fi al-Wali”, (Beirut: Dar al-Kutub al-
»Arabi, tt), jld II: 191. Hadis nomor 2087
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keabsahan suatu pernikahan. Karena syarat ialah sesuatu yang dapat
menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat.

Persayaratan wali nikah tersebut dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini.
Syarat-syarat wali tersebut ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan,
yaitu:

1. Mukallaf

Wali haruslah orang yang mukallaf (dewasa), karena orang yang mukallaf dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam arti lain bahwa anak kecil tidak
berhak menjadi wali karena anak kecil belum bisa dikatakan orang yang mukallaf ,
sebab semua amalan ibadahnya belum bisa dia pertanggung jawabkan, salah satunya
adalah dalam urusan wali dalam pernikahan.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa seorang anak jika sudah mencapai usia
10 tahun, maka ia boleh menikahkan dan menikah. Dalam riwayat lain disebutkan
jika ia telah mencapai usia 12 tahun.”

2. Merdeka

Jumhur fugaha menjadikan merdeka sebagai syarat menjadi wali. Maka seorang
budak tidak boleh menjadi wali karena ia bukan sebagai ahli dalam perwalian (ahl al-
wilayah). Ulama Syafi’iyah memperbolehkan seorang budak untuk mewakilkan
gabul kepada orang lain dengan syarat telah mendapat izin dari majikannya. Namun

jika ia tidak mendapatkan izin, maka menurut gaul ashah ia tetap boleh mewakilkan

% Ala ad-Din Abu al-Hasan Ali al-Mardawi, al-Inshaf, (Beirut: Dar Thya’ at-Turats al-Arabi, 1419),
jilid VIII: 72-73
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gabul kepada orang lain. Sedangkan dalam masalah ijab, menurut gaul asah dari
jumbhur syafi’iyah ia tidak boleh untuk mewakilkannya.

Al-Mardawi dari kalangan Hanabilah mengutip dari kitab al-Raudhah dalam
masalah perwalian budak atas kerabatnya mengatakan dalam al-gawa "id al- usuliyah
bahwa seorang budak boleh menjadi wali”’

3. Islam

Disyaratkan wali nikah haruslah orang Islam apabila orang yang menikah itu

beragama Islam, maka tidak boleh yang menjadi wali dari orang non Islam. Hal ini

didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 28 :
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“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan
meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia
dari pertolongan Allah”

Dan juga karena orang Islam dan orang kafir tidak bisa saling mewarisi,
sebagaimana sabda Nabi saw:

@
P
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“Dua ahli agama tidak bisa saling mewarisi suatu apapun.”

! Ibid
%2 Ali Imran (3): 28
% Abu Dawud, Sunan .........., “Bab Hal Yaritsu al-Muslim al-Kafira”, jld III: 85. Hadis nomor 2913
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Islamnya wali bukanlah sebagai syarat mutlak dalam perwalian, maka orang kafir
boleh menjadi wali bagi orang kafir yang lain dan mereka juga bisa saling
mewarisi.”'Perwalian atas orang-orang kafir dilakukan dan diangkat oleh dan dari
orang kafir sendiri berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 73
yang artinya : ~Adapun orang kafir sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang
lain.”

4. Adil

Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat
dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Namun para
ulama berbeda pendapat mengenai disyaratkannya adil bagi wali. Menurut ulama
Hanafiyah, qaul masyhur dari Malikiyah dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa
wali itu tidak harus adil. Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, wali nikah
disyaratkan harus adil, maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali nikah kecuali
imam. Oleh karena itu, menurut Syafi’iyah perwalian berpindah pada kerabat yang
jauh.

5. Laki-laki

Wali nikah mesti orang laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi wali.
Para ulama figh berbeda pendapat masalah wanita sebagai wali. Imam Malik, Syafi’i
dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila wanita yang
menjadi walinya dan tidak sah pula pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya

sendiri (tanpa wali). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu pernikahan

% Al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405), jld VII: 66
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yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri. Pendapat Imam

Malik di atas beralasan dengan hadis Nabi saw :
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“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: perempuan tidak boleh
mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya
sendiri. Sesungguhnya wanita pezina adalah wanita yang mengawinkan dirinya

sendiri.”
Bahkan al-Qalyubi mengatakan bahwa memudzakarkan lafadz “al-wali” dalam
hadis “la nikaha illa bi waliy” menunjukkan bahwa wali itu memang harus laki-

laki.”

Sedangkan Imam Abu Hanifah beralasan dengan hadis :

i
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“Dari Ibnu Abbas ra ia berkata,” sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: seorang
janda lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu
dimintakan izinnya kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah diamnya”.

% Muhammad ibn Yazid Abu abdillah al-Qazwiny, Sunan Ibn Majah, “Bab La Nikaha illa bi Waliy”,
(Beirut:Dar al-Fikri, tt), jld I: 606. Hadis nomor 1882

% Syihab al-Din Ahmad al-Qalyubi, Hasyiyah Qalyubi, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jId III: 222

7 Abu Hasan Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qusairi Al-Naisaburi, Saheh Muslim, “Bab
Isti’zan al-Tsayyib fi al-Nikah bi al-Nutqi wa al-Bikr bi al-Sukut”, (Surabaya: al-Hidayah, tt), jld I:
594. Hadis nomor 3541
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6. Rasyid

Mayoritas Syafi’iyah berpendapat wali disyaratkan harus orang yang rasyid
(berakal, bijaksana, cerdik). Artinya, tidak ada perwalian bagi mahjur alaih (orang
yang berada dalam pengampuan) sebab safih, karena orang yang safih (bodoh, dungu)
tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain.
Dan mungkin orang seperti ini akan menjodohkan perempuan perwaliannya dengan
orang yang bodoh sepertinya, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan
diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak sesuai. Tetapi
jika orang safih tersebut tidak mahjur alaih, al-Rafi’i berpendapat bahwa seyogyanya
sifat kewaliannya hilang. Ini adalah pendapat al-Nawawi yang merupakan qaul
mu’tamad dan juga pendapat yang dipilih oleh al-Subki.”®

Namun demikian, ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, dan
Hanabilah tidak mensyaratkan wali itu harus rusyd. Bahkan golongan Malikiyah
membolehkan seorang safih untuk menikahkan tapi dengan syarat sudah mendapat
izin dari walinya99
7. Tidak sedang dalam melakukan ihram haji atau umrah.

Para ulama berselisih pendapat mengenai disyaratkannya wali tidak dalam
melakukan ihram haji atau umrah. Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat

bahwa wali disyaratkan tidak dalam melakukan ihram haji atau umrah. Ini merupakan

% As-Syarbini, Mughni..... jld III: 154
% Alauddin al-Kasani, Badai " al-Shanai"'fi Tartib al-Syarai’; (Beirut: Dar al-Kitab al-,Arabi, 1982),
jld VII: 171
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syarat umum yang berlaku bagi wali, suami, wakil dari keduanya, dan istri. Hal ini

berdasarkan hadis Nabi saw yang berbunyi:
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“Dari Usman ibn Affan bahwa Rasulullah saw bersabda: orang yang sedang
ihram tidak boleh menikah, dinikahkan dan melamar.”

Menurut qaul ashah dari Syafi’iyah ihramnya wali tidak menyebabkan

berpindahnya perwalian kepada wali yang lebih jauh.'"'
Menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, orang yang sedang
ihram boleh menikah, dinikahkan, dan melamar. Hanya saja ia tidak boleh

menyetubuhinya sampai ia tahallul. Mereka berhujjah dengan hadis Nabi saw dari

Ibn Abbas, yaitu:
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“Dari Ibn Abbas ra, Nabi saw menikahi Maimunah binti al-Harits dan Beliau
dalam keadaan ihram.”

1% Muslim, Sahih...... jld I: 591

%" Al-Sharbini, Mughni..... jld III: 156

"2 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Sharh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379), jld
IX: 166
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Al-Thahawi meriwayatkan dari Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, dan Anas bin Malik
bahwa mereka tidak memandang bahaya sebab menikahnya orang yang sedang
ihram.'®
8. Tidak terpaksa

Para ulama berbeda pendapat mengenai disyaratkannya wali tidak dalam keadaan
terpaksa. Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa tidak sah nikahnya
wali yang dipaksa untuk melakukan akad nikah.'"™ Golongan ini berhujjah dengan

hadith Nabi saw yang berbunyi:
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“Sesungguhnya Allah mentolelir umatku dalam hal kesalahan, lupa, dan perkara
yang dipaksakan padanya.”

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat nikahnya wali yang dipaksa untuk
menikahkan dianggap sah. Karena nikah merupakan sesuatu yang tidak mengandung
unsur gurauan (al-hazl). Dan menurut kaidah dari Hanafiyah, “bahwa segala sesuatu
yang dianggap sah bersamaan haz/ maka ia juga dianggap sah bersamaan dengan
paksaan”. karena sesuatu yang dianggap sah bersamaan dengan hazl tidak
mengandung unsur fasakh, dan setiap sesuatu yang tidak memuat fasakh maka

paksaan tidak berpengaruh sama sekali.'”

% Ahmad bin Muhammad al-Thahawi, Sharh Ma ani al-Athar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1399), jld I1: 268-273

1% Abdurrahman al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nadzair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403), 203

195 al-Qazwini, Sunan......... , “Bab Thalaq al-Mukrah wa al-Nasi, jld I: 659. Hadis nomor 2045

"% Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikri, 2000), jld V: 87
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Demikianlah konsep secara umum masalah perwalian dalam perkawinan, jika
dilihat para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan wali sebagai rukun nikah atau
tidak, dan juga berbeda dalam menetapkan kekusaan wali yang berakibat berbedanya
hak ijbar wali nantinya.

Urutan dan Macam-Macam Wali Nikah

Adapun macam-macam wali dapat digolongkan berdasarkan sudut pandang yang
dipakai untuk itu, antara lain:

1. Melihat kedudukan pemangku perwalian

Pertama, Wali Nasab, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon
mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai
perempuan'’’. Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai urutan
kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka
peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan kelompok yang satu
didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan
dengan calon mempelai wanita :

a) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni: Ayah, kakek
dari pihak ayah dan seterusnya.
b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki

seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

197 Abidin Slamet, Figih Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 89
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c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

d) Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama
berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat
kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama
derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat
kandung daripada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu
kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-
sama kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali,
misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak
menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

Adapun urutan wali menurut Syafi’iyah adalah sebagai berikut:'®
a. Ayah kandung
b. Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
c. Saudara laki-laki sekandung
d. Saudara laki-laki seayah

e. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung

"% Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jld XX: 336
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Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)

. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

. Anak laki-laki paman sekandung

Anak laki-laki paman seayah

. Saudara laki-laki kakek sekandung
. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

. Hakim

Sedangkan menurut Malikiyah urutan wali adalah sebagai berikut:'"

Anak

. Ayah

. Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki seayah

. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Kakek

. Paman sekandung

Paman seayah

' Ton Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Surabaya: al-Haramain,tt), jld II: 13
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j. Anak laki-laki paman sekandung
k. Anak laki-laki paman seayah
1. Maula
m. Sulthan

Kedua, Wali Hakim, Wali hakim yang dimaksud di sini adalah penguasa atau
petugas yang ditunjuk langsung secara resmi menjadi wali dalam pernikahan''®. Wali
hakim ini baru bisa menikahkan seorang perempuan, apabila wali perempuan tersebut
enggan atau tidak mau menikahkannya dengan laki-laki yang se-kufu atau sederajat
dengan perempuan tersebut. Dengan kata lain wali hakim hanya berfungsi sebagai
wali pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan perempuan yang
ada di bawah perwaliannya. Dasar hukum dapatnya wali hakim menikahkan ialah

sabda Rasulullah saw :
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“Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda: perempuan mana saja yang kawin
tanpa izin walinya maka perkawinannya adalah batal, perkawinannya adalah
batal, perkawinannya adalah batal. Jika perempuan itu sudah disetubuhi, maka ia
berhak mendapatkan mahar sebab apa yang dihalalkan dari farjinya. Jika para
wali berselisih, maka sultan adalah walinya orang yang tidak punya wali.”

110 .
1bid, 91

""Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, “Bab Ma Ja’a La Nikaha illa bi Waliy”, (Beirut:
Dar Ihya’ al-Tirats al-,, Arabi, tt), jld III: 407. Hadis nomor 1102
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Ketiga, Wali Muhakkam, yang dimaksud wali muhakkam adalah wali yang
diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah
mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan
oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada, maka pernikahannya
dilaksanakan oleh wali muhakkam. Hal ini berarti bahwa kebolehan wali muhakkam
tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan
wali hakim kemudian ditambah dengan tdak adanya wali hakim yang semestinya
melangsungkan pernikahan di wilayah terjadinya pernikahan tersebut.

Adapun caranya adalah kedua calon mempelai itu mengangkat seseorang yang
mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila
direnungkan dengan seksama, masalah wali muhakkam ini merupakan hikmah yang
diberikan Allah SWT kepada hambaNya, dimana Dia tidak menghendaki kesulitan

maupun kemudharatan.

2. Melihat objek perwaliannya
Para ulama figh sependapat bahwa wali dalam perkawinan (wilayah tazwij)
ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi wali mujbir dan

wali ghairu mujbir.
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Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk
menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang
itu''%,

Adapun orang yang menjadi wali mujbir menurut Malikiyah adalah sebagai
berikut :

a. Ayah, seorang ayah boleh memaksa tiga orang untuk menikah walaupun tanpa
mahar mitsil, yaitu:

1) Anak perempuannya yang masih perawan.

2) Janda yang belum baligh yang sudah hilang keperawanannya sebab dijimak.
Dalam hal ini ayah boleh memaksanya untuk menikah dengan illat karena ia masih
kecil bukan karena statusnya sebagai janda.

3) Janda yang sudah baligh dan keperawanannya sudah hilang sebab zina walaupun
terjadi berulang-ulang sekalipun ia memiliki anak hasil zina. Begitu juga janda
yang sudah balig dan keperawanannya sudah hilang sebab tertusuk atau dipukul.
Ayah juga boleh memaksa janda yang sudah balig namun gila untuk menikah
sebab ia belum tamyiz.

b. Orang yang diwasiati ayah. Dalam hal ini ia kedudukannya seperti ayah, yakni ia
boleh menikahkan orang-orang tersebut diatas namun dengan syarat:

1) Tidak adanya ayah

"2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Van Hoeve, 2000), 1337
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2) Calon suami sudah ditentukan ayah atau tidak ditentukan namun ia diperintah
untuk menikahkannya.

3) Harus dengan mahar mitsil.

4) Bukan orang fasiq

c. Pemilik budak walaupun ia seorang wanita secara mutlak, baik budak muba “adh
maupun mukatab. 1a didahulukan daripada wali mujbir lainnya karena ia lebih kuat
tasharufnya dan karena budak merupakan hartanya.'"

Sedangkan menurut Syafi’iyah wali mujbir terdiri dari:

a. Ayah, ia boleh memaksa anak laki-lakinya yang masih kecil dan berakal dan anak
perempuannya yang masih perawan, baik yang masih kecil atau yang besar,
berakal ataupun gila walaupun tanpa izinnya

Seorang ayah boleh memaksa anaknya yang masih perawan untuk menikah,
dengan syarat:

1) Tidak ada permusuhan yang tampak antara ia dan anak perempuannya.

2) Harus sekufu

3) Dengan mahar mithil

4) Maharnya berupa mata uang dari daerahnya sendiri.

5) Calon suami harus mampu membayar mahar.

6) Tidak menikahkan dengan orang semisal buta atau pikun.

7) Anaknya bukan termasuk orang yang berkewajiban haji.

"5 Muhammad al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasugi, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid II: 244-248
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Dari syarat-syarat tersebut hanya tiga yang dianggap mu “tabar dalam hal seorang
ayah memaksa anaknya yang masih perawan untuk menikah, yaitu:
1) Tidak ada permusuhan yang tampak antara ia dan anak perempuannya.
2) Calon suami harus sekufu.
3) Calon suami harus mampu membayar mahar.
b. Kakek, ketika tidak ada ayah.
c. Wakil, baik wakil ayah maupun kakek.
Sedangkan wali ghair mujbir, yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan

memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak
sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai
rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad
perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta
persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Para ulama sepakat mendudukkan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad
perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Di karenakan mempelai yang masih
kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad
tersebut dilakukan oleh walinya. Namun bagi perempuan yang telah dewasa baik ia

sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah atau
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dikenal juga dengan Imam Hanafi mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih
sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik ia perawan
(gadis) ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya
atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu
(sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Tetapi bila dia
memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, maka walinya boleh
menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan agad nikahnya.
Kemudian apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki dengan mahar kurang dari
mahar mitsil, qadhi boleh meminta membatalkan aqadnya bila mahar mitsil tersebut
tidak dipenuhi oleh suaminya''.

Kafa’ah/kufu, artinya persamaan atau sesuai. Bagi orang-orang yang
menganggapnya sebagai syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-
laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi isterinya).

Hal-hal yang diharuskan se-kufu menurut Imam Abu Hanifah ialah:

1. Islam
2. Merdeka,
3. Keahlian
4. Nasab, dan
5. Harta atau kelapangan hidup
Demikianlah hal-hal yang harus se-kufu menurut Imam Abu Hanifah, bila

seorang wanita menikah tanpa wali atau mengawinkan dirinya sendiri. Selanjutnya

14 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 1992), cet. Ke.2, 345
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Imam Abu Hanifah menambahkan, dalam hal seorang wanita menikah tanpa wali
atau menikahkan dirinya sendiri, wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi, mahar
mitsil dan qadhi yang menikahkan.'”” Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada
nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga di anut dan
dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Imam Syafi’i menambahkan bahwa wali merupakan
salah satu rukun dalam pernikahan, terpenuhinya rukun ini menjadi salah satu sebab
sahnya pernikahan, sebaliknya tidak adanya wali dalam pernikahan menyebabkan
pernikahan itu tidak sah''®.

Namun demikian berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Imam Malik, ia
mengatakan bahwa persyaratan wali itu sunnat hukumnya dan bukan fardhu.
Demikan itu karena ia meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat adanya
waris yang mewarisi antara suami dan isteri yang perkawinannya terjadi tanpa
menggunakan wali, dan juga bahwa wanita yang tidak terhormat itu boleh
mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga
menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya.
Dengan demikian, seolah Imam Malik menganggap wali itu termasuk syarat
kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang
dengan pendapat fugaha Malik negeri Baghdad yang mengatakan wali itu termasuk

syarat sahnya nikah, bukan syarat kelengkapan''’.

" Ibid
" bnu Rusyd, Bidayah.........., 410
" Ibid
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Berkenaan dengan masalah wali ini, Imam Ahmad bin Hanbal juga mensyaratkan
bahwa kehadiran seorang wali dalam suatu pernikahan adalah menjadi syarat sahnya
suatu pernikahan. Konsekuensinya ialah perkawinan yang dilangsungkan tanpa
seorang wali adalah batal''®.

Silang pendapat ini disebabkan tidak terdapatnya satu ayat pun atau hadis yang
mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan
demikian. Namun ayat-ayat dan hadis-hadis yang biasa dipakai sebagai alasan oleh
fugaha yang mensyaratkan wali, hanya memuat kemungkinan yang demikian itu. Di

antara ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut :
48T s O BA,lan 36 g3l A1 a1l 4L 135

“Dan bila kamu telah mentalak perempuam dan iddahnya hampir habis, maka

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami

mereka.”

Dari ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan menghalangi perempuan yang
habis iddahnya untuk kawin.

Demikian pula ayat-ayat dan hadis-hadis yang dipakai sebagai alasan oleh fuqaha
yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian'>.

Hadis-hadis tersebut, di samping kata-katanya hanya memuat kemungkinan-

kemungkinan tersebut, ternyata dari segi kesahihahnnya pun masih diperselisihkan,

"8 Mughniyah, Figh ........ , 346
"9 Al-Bagarah (2): 38
Ibn Rusyd, Bidayah........ ,410

120
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kecuali hadis ibnu Abbas ra. Meskipun demikian fuqaha yang meniadakan wali juga
tidak mempunyai dalil, Karena pada dasarnya segala sesuatu adalah bebas dari
kewajiban (al-ashlu bara "atidz dzimmah)"*'.

2. Pandangan Ulama tentang Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibu

Sebagaimana telah diketahui dalam masalah perwalian masih terjadi perbedaan
pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan, apakah wali menjadi rukun
nikah atau tidak? Terlebih lagi tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Mazhab
Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa seorang anak bisa menjadi wali
nikah ibunya, bahkan menurut mazhab Maliki seorang anak kedudukannya lebih
utama daripada ayah. Hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan waris ashabah.
Malikiyah memandang bahwa setiap perwalian sebab nasab selalu membutuhkan
ashabah dan anak lebih kuat daripada ayah dalam hal menjadi asabah.

Hal ini dibuktikan bahwa seorang anak bisa menghalangi atau mengurangi
bagian ayah (mahjub nugsan). Dalam masalah waris, ayah mendapatkan asabah dari
tirkah (harta peninggalan mayit), jika si mayit tidak mempunyai anak. Dan jika si
mayit mempunyai anak maka ayah mendapatkan 1/6 dari tirkah, sebagaimana yang

dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11, yaitu:

12255 43 01573y 855 G 20 gt sty 2K 45535

1 1bid
122 Al-Nisa’ (4): 11
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“dan bagi kedua orangtua mayit mendapatkan bagian 1/6 dari harta peninggalan
mayit jika si mayit tidak mempunyai anak.”

Malikiyah juga berpendapat bahwa anak lebih berhak atas perwalian ibunya
daripada ayah dan lebih berhak untuk menshalatinya sebagaimana yang dikatakan

oleh al-Bisatiy dari kalangan Malikiyah
123%&] o wle oMb 5

“dan karena seorang anak itu lebih berhak dalam menguasai perwalian ibunya

daripada ayah dan juga lebih berhak untuk menshalatinya.”

Jadi sangatlah jelas bahwa Malikiyah menetapkan anak sebagai wali nikah
ibunya diatas ayah.

Sedangkan madzhab Syafi’i dalam masalah ini tidak sama dengan madzhab yang
lain. Hal ini sebenarnya biasa sebab pemahaman para ulama’ dipengaruhi oleh latar
belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama’ itu
berada.

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab “A/-Umm” dalam masalah perwalian adalah

sebagai berikut:

A
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12 Ahmad Ghanim an-Nafrawi, al-Fawakih al-Dawani, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997), jld III: 957
124 Imam Syafi'i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jld V: 14-15
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“Tidak ada perwalian dari kerabat kecuali dari arah (silsilah) ayah. dan ketika
istri itu mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki maka sama sekali tidak ada
hak perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi asobah, maka mereka berhak
menjadi wali sebab asobah tersebut”

Dan juga sebagaimana yang diterangkan oleh Imam ar-Ramli, yaitu:

o G i A pda) S Al sl (35 23 35 Y5

258 13 23 Y g e e iy s

“(tidak bisa anak dengan sifatnya menjadi anak menikahkan) berbeda dengan
pendapat Imam Muzani, sebagaimana Imam yang Tiga (Malik, Abu Hanifah,
Ahmad) karena tidak adanya persekutuan nasab diantara keduanya (ibu dan
anak) maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh
ibunya. Dan karena itu pula saudara seibu tidak dapat menikahkan.”

Hal ini dikarenakan Syafiiyah berpendapat bahwa perwalian itu harus dari pihak
ayah, dan Syafi'iyah menganggap bahwa anak laki-laki bukan merupakan ashobah
dari seorang ibu.'*

Zainudin bin Abd. Aziz al-Mailabari al-Fanani dalam kitab “Fath al-Mu'in”
menjelaskan bahwa yang termasuk ashobah yang berhak menjadi wali adalah mereka
yang berkedudukan sejajar dengan perempuan tersebut, yaitu saudara kandung
didahulukan daripada saudara seayah, lalu anak laki-laki dari saudara kandung

kemudian anak laki-laki saudara seayah, kemudian paman kandung kemudian paman

seayah, kemudian anak laki-laki paman kandung lalu anak laki-laki paman seayah,

125 Al-Ramli, Nihayah........................... ,jld VI: 232
12 Tonu Rusdi, Bidayatul.............. ,jld II: 76
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begitu juga seterusnya. Setelah ashobah dari pihak nasab tidak ada, maka ashobah
dari pihak wala' seperti urutanya dalam masalah waris.'?’

Anak laki-laki sendiri tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, kecuali jika anak
laki-laki tersebut merupakan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya paman dari saudara

ayah perempuan tersebut (ibnu ibni 'ammiha).'*®

127 Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, Hasyiyah I‘anah al-Thalibin, (Beirut: Dar Ibn ,,Ashashah, 2005),
jld III: 356-357

2% Al-Syathiri, Sharh al-Yaqut al-Nafis, (Beirut: Dar al-Hawi, 1997), jld III: 585-586



